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GUBERNUR  JAMBI 
 

  PERATURAN DAERAH PROVINSI JAMBI 
NOMOR   4  TAHUN 2010 

TENTANG 

RETRIBUSI JASA USAHA DAERAH 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

GUBERNUR JAMBI, 

Menimbang    : 
 
 

 
 

a.  bahwa untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dipandang perlu Peraturan 
Daerah Provinsi Jambi Nomor 11 Tahun 2001 tentang Retribusi 
Penjualan Produksi Usaha Daerah dan Peraturan Daerah Provinsi Jambi 
Nomor 7 Tahun 2006 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 
dilakukan penggantian dengan Peraturan Daerah yang baru sehingga 
tidak bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan yang lebih 
tinggi; 

b.  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a 
perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Usaha 
Daerah; 

 

Mengingat     : 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

1. Undang-Undang Nomor 19 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan 
Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 
1958 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 19 Darurat Tahun 1957 
tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera 
Barat, Jambi, dan Riau menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 1646); 

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209 ); 

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4389); 

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 
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5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan 
Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesai Tahun 2009 
Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5049);     

 7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan 
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4578); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan 
Pemerintahan, Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan 
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4737); 

    
   

Dengan Persetujuan Bersama 
 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAMBI 
 

dan 
 

GUBERNUR JAMBI 
 

MEMUTUSKAN: 
 

Menetapkan  
 

: PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA 
DAERAH. 

  
 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 
 
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Provinsi Jambi. 
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara  

Pemerintahan Daerah. 
3. Gubernur adalah Gubernur Jambi. 

4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
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5. Kas Daerah adalah Kas Daerah Provinsi Jambi. 

6. Penyidik Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disebut PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil 
dalam suatu Instansi tertentu yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai 
penyidik terhadap pelanggaran peraturan daerah sesuai dengan lingkup kerjanya. 

7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang 
melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, 
Perseroaan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan 
Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, 
Koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, Yayasan, massa, Organisasi Sosial 
Politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan badan lainnya termasuk kontrak investasi 
kolektif dan bentuk usaha tetap. 

8. Retribusi Jasa Usaha adalah Retribusi atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah 
dengan menganut prinsip komersil, karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor 
swasta. 

9. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-
undangan retribusi diwajibkan melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau 
pemotong retribusi tertentu. 

10. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SKRD adalah Surat ketetapan 
Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang. 

11. Surat setoran retribusi daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran 
atau penyetoran Retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah 
dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh 
Kepala Daerah. 

12. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disebut SKRDLB adalah 
surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi, jumlah kredit 
retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang. 

13. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut STRD adalah surat untuk 
melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administraf berupa bunga dan/atau denda. 

14. Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau 
dokumen lain yang dipersamakan, SKRDLB yang diajukan oleh wajib retribusi. 

15. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data 
atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi 
daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan. 

16. Penyidikan Tindak Pidana Bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang 
dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk 
mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana 
dibidang retribusi daerah yang terjadi serta menentukan tersangkanya.  

 
BAB II 

 
NAMA, OBJEK DAN SUBJEK SERTA GOLONGAN RETRIBUSI 

Bagian Kesatu 
Nama Retribusi 

Pasal 2 
 

Dengan nama : 
a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dipungut retribusi atas pemakaian kekayaan daerah. 
b. Retribusi Tempat Penginapan / pesanggrahan/Villa dipungut retribusi atas Tempat 

Penginapan / pasanggrahan/Villa 
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c. Retribusi Tempat Rekreasi / Olahraga dipungut atas retribusi Tempat Rekreasi / olahraga 
d. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah dipungut retribusi atas Penjualan Produksi Usaha 

Daerah 
 

Bagian Kedua 
Objek Retribusi 

Pasal 3 
(1) Objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam  Pasal 2 huruf a 

adalah pemakaian kekayaan daerah.  
(2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penggunaan 

tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah. 

                                                                 Pasal 4  
(1) Objek Retribusi Tempat Penginapan / pesanggrahan/Villa dipungut retribusi atas Tempat 

Penginapan / pasanggrahan/Villa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b adalah 
pelayanan   Tempat Penginapan / pasanggrahan/Villa. 

(2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Tempat 
Penginapan / pasanggrahan/Villa yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh 
Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta. 

 
                                                               Pasal 5 

(1) Objek Retribusi  Tempat Rekreasi / Olahraga dipungut atas retribusi Tempat Rekreasi / 
olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c adalah Tempat Rekreasi / Olahraga 
dipungut atas retribusi Tempat Rekreasi, pariwisata, dan  olahraga yang disediakan, dimiliki, 
dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. 

(2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan 
Tempat Rekreasi / Olahraga dipungut atas retribusi Tempat Rekreasi / olahraga yang 
disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta. 
 
                                                              Pasal 6 

(1) Objek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 
huruf d adalah penjualan Produksi Usaha Pemerintah Daerah. 

(2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penjualan 
Produksi oleh Pemerintah,  BUMN, BUMD, dan pihak swasta. 

 
Bagian Ketiga 

Subjek Retribusi 
Pasal 7 

 
(1) Subjek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah orang pribadi atau badan yang 

memamfaatkan  kekayaan Daerah. 
(2) Subjek Retribusi Tempat penginapan/Pesanggrahan/Villa adalah orang pribadi atau badan 

yang memamfaatkan tempat penginapan/pesanggrahan/vila.   
(3) Subjek Retribusi  Tempat Rekreasi / Olahraga dipungut atas retribusi Tempat Rekreasi / 

olahraga adalah orang pribadi atau badan yang memamfaatkan pelayanan tempat rekreasi, 
pariwisata, dan olahraga. 

(4) Subjek  Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah orang pribadi atau badan yang 
memperoleh Objek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah. 
 

Bagian Keempat 
Golongan Retribusi 

Pasal 8 
Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 digolongan sebagai Retribusi Jasa Usaha. 
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BAB III 
CARA  MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA 

 
Pasal 9 

(1) Tingkat Penggunaan jasa pemakaian kekayaan daerah diukur berdasarkan jenis dan frekuensi 
pemakaian kekayaan daerah. 

(2) Tingkat Penggunaan jasa pelayanan tempat penginapan/Pesanggrahan/Villa diukur 
berdasarkan jenis dan frekuensi pemakaian tempat penginapan/Pesanggrahan/Villa. 

(3) Tingkat Penggunaan jasa pelayanan tempat Rekreasi dan Olahraga diukur berdasarkan jenis 
tempat rekreasi, tempat wisata, tempat olahraga, dan frekuensi pemakaian. 

(4) Tingkat Penggunaan jasa penjualan Produksi Usaha Daerah diukur berdasarkan jenis usaha 
daerah. 

 
BAB IV 

PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN  
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF 

Pasal 10 
(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif didasarkan atas tujuan untuk 

memperoleh pendapatan yang layak. 

(2) Pendapatan  yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pendapatan  yang 
diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada 
harga pasar. 

 
Pasal 11 

(1) Struktur dan besarnya tarif terdapat dalam lampiran yang merupakan bagian yang tak 
terpisahkan dari Perda ini. 

(2) Struktur dan besarnya tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun. 

(3) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan 
memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian. 

(4) Perubahan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan 
Gubernur. 

BAB V 
WILAYAH PEMUNGUTAN, PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT 

PEMBAYARAN, ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN 
 

Bagian Pertama 
Wilayah Pemungutan 

Pasal 12 
Retribusi yang terutang dipungut di wilayah tempat pelayanan. 
. 

Bagian Kedua 
Penentuan Pembayaran 

Pasal 13 
(1) Retribusi terutang dipungut dengan  menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang 

dipersamakan.. 

(2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagimana dimaksud pada ayat (1) berupa karcis, kupon 
dan kartu langganan. 

(3) Pembayaran retribusi terutang harus dilunasi sekaligus. 


